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UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan Sifat Hak Cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak

eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak

betlaku terhadap:

i. penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait

untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk
keperluan penyediaan informasi aktual;

ii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk
kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
iii. penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk

keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan fonogram yang telah
dilakukan pengumuman sebagai bahan ajar; dan

iv. penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu
pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk
Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan,
Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sank51 Pelanggaran Pasal 113

Setiap otang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak
ckonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk
Penggunaan Sccara Komersial dipidana dengan pidana penjara
paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

2. Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta
atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi
Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf ¢, huruf
d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial
dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau
pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Déefinisi Psikotropika

Psikotropika adalah zat atau obat, baik yang alami maupun sintetis, yang
bukan termasuk narkotika. Zat ini memiliki efek psikoaktif dengan
memengaruhi sistem saraf pusat secara selektif, sehingga mengakibatkan
perubahan tertentu pada aktivitas mental dan perilaku. Pengertian ini diambil
dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Sementara itu, BNN menggambarkan psikotropika sebagai zat atau obat
yang dapat menurunkan fungsi otak dan merangsang sistem saraf pusat,
sehingga menyebabkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan dalam
berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba, serta menimbulkan kecanduan
pada penggunanya.

Obat psikotropika adalah zat atau obat yang dapat menurunkan fungsi
otak dan merangsang sistem saraf pusat sehingga menimbulkan halusinasi,
delusi, gangguan berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan membuat

penggunanya merasa kecanduan.

B. Searah Penggunaan Narkotika dan Psikotropika
Menurut para ahli medis, obat tersebut sebenarnya merupakan obat
psikoaktif yang sering digunakan untuk membius pasien selama operasi dan
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mengobati penyakit tertentu. Penggunaan opioid sudah dikenal di Indonesia
pada masa penjajahan Belanda sebelum pecahnya Perang Dunia II. Umumnya
pengguna opium adalah orang Tionghoa.

Pemerintah Belanda memberikan izin untuk menghisap opium di lokasi
tertentu, dan penyediaannya dibenarkan oleh hukum. Saat itu, masyarakat
Tiongkok mengonsumsi opium dengan cara tradisional: dengan
menghisapnya melalui pipa panjang. Hal ini terjadi hingga pemerintah Jepang
tiba di Indonesia. Pemerintah pendudukan Jepang mencabut undang-undang
ini dan melarang konsumsi opium (Ordonansi Brisbane).

Ganja (Cannabis Sativa) tumbuh luas di Aceh dan wilayah lain di
Sumatera, dan telah lama digunakan masyarakat sebagai bahan makanan
sehari-hari. Tanaman Erythroxylon Coca (kokain) tumbuh luas di Jawa Timur
dan saat itu hanya ditujukan untuk ekspor. Untuk mencegah penggunaannya
dan akibat yang tidak diinginkan, pemerintah Belanda menetapkan undang-
undang (Verdovende Middelen Ordonantie) yang mulai berlaku pada tahun
1927 (Berita Negara No. 278 Juncto 536). Namun, obat-obatan sintetis serta
beberapa obat lain yang memiliki efek serupa (menyebabkan kecanduan) tidak
termasuk dalam peraturan tersebut.

Setelah merdeka, Pemerintah Republik Indonesia menyusun undang-
undang yang mengatur produksi, penggunaan, dan distribusi obat-obatan
berbahaya (Dangerous Drugs Ordinance). Pengaturan ini berada di bawah

kewenangan Menteri Kesehatan (Lembaran Negara No.419, 1949).
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